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BAB |
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia perekonomian saat ini ditandai dengan arus
globalisasi disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi
perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi ini
bisa dilihat dari tingginya tingkat mobilitas penduduk. Tidak hanya itu
perkembangan ekonomi suatu Negara harus didukung dengan kestabilan
ekonomi, karena kestabilan ekonomi suatu Negara sangat menmpengaruhi
jalannya transaksi dalam bidang keuangan didalam Negara tersebut.
Indonesia sendiri merupakan Negara berkembang dimana perekonomiannya
masih tidak stabil. Ditengah perekonomian yang tidak stabil tersebut
masyarakat diharuskan dapat mengatur dan berusaha mendapatkan dana

tambahan yang cepat dan mudah.

Saat ini banyak perusahaan maupun usaha-usaha perorangan yang
mencoba menyalurkan dana atau kredit kepada masyarakat. Di Indonesia
sendiri terdapat beberapa fasilitas pembiayaan, yaitu melalui Lembaga
Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan
Bank ini pendiriannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana
Bank dibagi menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
Sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri dari pegadaian, asuransi,

dana pensiun, reksadana, bursa efek, dan lain-lain. Untuk mengatasi kesulitan



dana, masyarakat biasanya menggunakan Lembaga Keuangan Bukan Bank
khususnya Pegadaian untuk mendapatkan dana. Masyarakat lebih memilih
Pegadaian karena prosesnya lebih cepat daripada di Lembaga Keuangan Bank
baik Bank Umum maupu Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pegadaian
masyarakat dapat menjaminkan barang-barang mereka dengan syarat tertentu
agar mendapatkan dana dari Pegadaian, dan juga masyarakat dapat
mengambil barang yang dijaminkan tersebut apabila sudah mengembalikan

dana yang dipinjamnya pada waktu tertentu.

Dalam sejarah lahirnya pegadaian pertama kali dilakukan pada tahun
1746 dimana pegadaian di mulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening
sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Di
Indonesia sendiri pegadaian didirikan pertama kali di Sukabumi pada tanggal
1 April 1901. Dimana lahirnya pegadaian di Indonesia ini dilatarbelakangi
karena untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya
kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta untuk
mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

nasional.’

Gadai sendiri memiliki pengertian, yaitu jaminan atas benda
bergerak oleh debitur kepada kreditur dalam rangka memperoleh kredit
dimana kreditur sebagai pemegang obyek gadai diberikan hak istimewa
(previelegde atau preferen) untuk memperoleh pelunasan dari obyek gadai
tersebut dalam hal debitur mengalami gagal bayar (wanprestatie). Secara

umum, gadai diatur dalam ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160

! Perum Pegadaian, Ceramah Kebijakan Umum Perusahaan (ppt), diperoleh tahun 2013.



Kitab Undang-Undang Hukum. Gadai menjadi alternatif kebutuhan dana
jangka pendek dan umumnya bersifat mendesak. Di Indonesia, lembaga yang
diberi kewenangan formil untuk menjalankan lembaga jaminan berupa gadai
adalah pegadaian. Hal ini berdasarkan peraturan pemerintah tentang
pegadaian yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103
Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200, selanjutnya disebut PP

Perum Pegadaian).

Bicara mengenai obyek gadai di tataran instansi pegadaian, ada
beberapa barang yang bisa dijadikan sebagai obyek gadai. Obyek gadai yang
diperkenankan dalam praktek gadai meliputi emas, baik perhiasan maupun
lantakan, mobil, sepeda motor, komputer jinjing, telepon seluler, dan barang-
barang elektronik lainnya. Selain barang-barang berwujud di atas, dapat pula
obyek gadai berupa barang bergerak tak berwujud seperti piutang atas bawa
dan hak memungut hasil atas benda. Utamanya barang gadai harus memiliki
nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.?

Disamping berusaha memberikan pelayanan umum berupa
penyedian dana Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian juga berusaha agar
tidak mengalami kerugian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian diharapkan
dapat mengalami keuntungan atau setidaknya penerimaan yang di dapat

mampu menutup seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri meskipun tujuan

2 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta,
2001, him. 128.



utama dari Perum pegadaian itu sendiri tidak mencari keuntungan. Tetapi
dalam praktiknya Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian atau Pegadaian
Konvensional ini menerapkan sistem bunga dalam pinjaman dana yang
dilakukan oleh nasabah. Berdasarkan Hukum Islam bunga ini identik dengan

riba, dimana riba ini dilarang oleh agama Islam.

Pada perkembangannya di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian
sistem gadai terbagi 2 (dua), yaitu: sistem Gadai menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan sistem Gadai menurut Hukum Islam (Syariah).
Dimana dalam pelaksanaannya, masyarakat dapat memilih sistem mana yang
akan dipergunakan. Dasar hukum dari sistem gadai menurut Hukum Islam
(Syariah) menggunakan prinsip bagi hasil dan diatur dalam Fatwa DSN

Nomor 25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn, yang menyatakan bahwa:

pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang
dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan
Mahrun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang
menyerahkan barang) dilunasi.

2. Mahrum dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada
prinsipnya, Mahrun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin
kecuali seijin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Mahrun dan
pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Mahrun pada dasarnya menjadi
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi
kewajiban Rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Mahrun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan Mahrun

a) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan
Rahin untuk segera melunasi hutangnya.



b) Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya,
maka Mahrun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang
sesuai syariah.

c) Hasil penjualan Mahrun digunakan untuk melunasi
hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan.

d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.?

Islam merupakan agama yang universal dan berlaku sepanjang
zaman. Keuniversalan Islam ini merupakan jawaban atas keterbatasan
manusia dan pemikirannya. Sistem gadai sendiri menurut Hukum Islam
(Syariah) terlahir karena adanya perkembangan yang sangat signifikan dari
sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik seperti,
tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba dan menetapkan

uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan.

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad rahn dan
akad ijarah. Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang
bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad ijarah yaitu
pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah
sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.
Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.’

Dalam Pegadaian Syariah sendiri rahn dibagi menjadi 2 yaitu, rahn
dan rahn emas, dimana rahn diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-
MUI/I11/2002 tentang rahn sedangkan rahn emas diatur dalam Fatwa DSN-

MUI No.26/DSN-MUI/111/2002 tentang rahn emas.

® Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 tentang Rahn.
* http//www.gudang-info.com. diakses tanggal 15 Desember 2009.



Pada perkembangannya masyarakat juga membutuhkan keberdaan
lembaga jaminan fidusia di Pegadaian tidak hanya dalam gadai konvenseional
saja tetapi juga gadai syariah. Pada akhirnya Pegadaian Syariah memerlukan
peraturan tentang fidusia syariah maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia
mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No.68/DSN-MUI/111/2008 tentang rahn tasjily sebagai alternatif
fidusia dalam koridor syariah. Sejak itulah Pegadaian Syariah memperoleh
legitimasi. Di Indonesia sendiri pegadaian syariah yang baru didirikan pada
akhir 2003 mempunyai 27 cabang di kota-kota besar.” Dan sekarang di tahun
2014 disetiap kota terdapat pegadaian syariah, salah satunya yaitu pegadaian

syariah Cabang Blauran Surabaya.

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan salah satu
dari sekian banyak Pegadaian Syariah di Kota Surabaya, yang terletak di
pusat kota. Karena terdapat di pusat kota, setiap hari terdapat banyak nasabah

atau debitur yang datang.

Dalam melakukan perjanjian utang piutang dengan jaminan rahn
tasjily menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia), yang berbunyi :

“ (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib

didaftarkan.”

® Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, Mizan, Jakarta, 2006,
him. 206



Terkait dengan ketentuan tersebut, Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang

Jaminan Fidusia menerangkan:

“Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

ayat (1) dilakukan pada Kantor pendaftaran Fidusia.”

Pada tanggal 5 Maret 2013, Kementerian Hukum dan HAM atau
selanjutnya disebut (Kemenkumham) meluncurkan Sistem Sdministrasi
Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik berdasarkan Surat Edaran
Ditien AHU No. AHU-06.0T.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan
Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektrronik (Online
System) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang

memerlukan jasa hukum dibidang jaminan fidusia.®

Di dalam praktik pembebanan jaminan rahn tasjily di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya, menurut hasil pra survey yang telah
dilakukan, terdapat perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Di pegadaian
syariah tersebut pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dilakukan pada P.T.

Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Jamkrindo).”

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sebenarnya terjadi
dalam penerapan Pasal 11 Ayat (1) jo. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang

Jaminan Fidusia dan upaya penyelesaiannya dalam praktik pegadaian syariah,

® Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-
06.07T.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan
Fidusia Secara Elektronik (Oniline System), Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, 5 Maret 2013, him.1.

" Hasil wawancara dengan Dani Kusuma Hermawan, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang
Blauran Surabaya, diolah 2014.



maka perlu diadakan penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Surabaya.

Oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini dengan judul
“HAMBATAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN
RAHN TASJILY (Studi Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia Nomor 68/DSN-MUI/I1I/ 2008 Tentang Rahn

Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya).”

Sebelum dilakukan penelitian ini terdapat 2 penelitian terdahulu
yang menitikberatkan pembahasan pada jaminan rahn tasjily. Kedua
penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, dilaksanakan oleh Madi
Muktiyono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian
berjudul Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor
42 Tahun 1999 Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 diselenggarakan pada tahun 2011. Fokus
penelitian tersebut tidak dapat diketahui oleh penulis disebabkan keterbatasan
akses memperoleh penelitian yang bersangkutan.Kedua, dilaksanakan oleh
Anggarian Andisetya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Penelitian berjudul Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/111/2008
Tentang Rahn Tasjily terhadap pasal 5, pasal 7, dan pasal 11 Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diselenggarakan

padda tahun 2014.



B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Rahn

Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?

2. Apa hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang
dengan Jaminan Rahn Tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Surabaya?

3. Bagaimana upaya pihak-pihak dalam mengatasi hambatan-hambatan
Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Rahn Tasjily di

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan

rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaaan
perjanjian utang piutang dengan jaminan rahn tasjily di Pegadaian
Syariah Cabang Blauran Surabaya.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pihak-pihak dalam mengatasi

hambatan-hambatan pelaksanaaan perjanjian utang piutang dengan

jaminan rahn tasjily di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
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D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat yakni manfaat

teoritis dan manfaat praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menjadi bahan referensi ilmiah untuk mengenal dan
memahami lebih jauh mengenai hambatan dan upaya dalam pendaftaran
pembebanan jaminan rahn tasjily dalam praktik pegadaian syariah di

Indonesia.
2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan penelitian ilmiah ini dapat memberikan kontribusi praksis
bagi masyarakat untuk menerapkan sistem Jaminan rahn tasjily dalam
kegiatan utang-piutang di luar koridor kelembagaan formal oleh

masyarakat.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan dan menambah wacana
lebih mendalam tentang rahn tasjily dalam praktik pegadaian syariah

baik bagi mahasiswa, masyarakat, maupun lembaga pegadaian syariah.
E. SISTEMATIKIA PENULISAN

Skripsi ini disusun menggunakan sistematika yang terbagi dalam
lima Bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab berguna untuk
memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun

urutan dari sistematikanya adalah sebagai berikut :
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BAB | PENDAHULUAN

Pada bab | berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB Il KAJIAN PUSTAKA

Pada bab Il akan diuraikan mengenai pengertian-pengertian, teori-teori,

serta asas-asas yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.
BAB IIl METODE PENELITIAN

Pada bab Ill akan diuraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari
merumuskan jenis penelitian, pendekatan penelitian yang dilakukan, jenis
data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan definisi

konseptual.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang
berguna untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pendaftaran
pembebanan jaminan rahn tasjily di dalam praktik pegadaian syariah

cabang Blauran Surabaya.
BAB V PENUTUP

Pada bab V berisi tentang kesimpulan dan saran sehubungan dengan
permasalahan yang telah diangkat serta lampiran-lampiran yang berupa

daftar pustaka dan data penunjang.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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F. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Berikut ini adalah uraian jadwal penelitian yang menjelaskan urutan
dan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari persiapan,
melakukan studi pustaka, menyusun instrumen penelitian, melaksanakan

penelitian pada bahan hukum, menganalisis data, serta menulis laporan akhir.

BULAN KE-
NO KEGIATAN

| it iv|Vv vl

1 | Persiapan

2 Melakukan Studi Pustaka

3 | Menyusun Instrumen Penelitian

4 Melaksanakan Penelitian Bahan Hukum

5 | Menganalisis Data

6 | Menulis Laporan Skripsi
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BAB I1
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Umum tentang Perjanjian Utang Piutang
1. Pengetian Perjanjian

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan, perikatan sendiri
diatur dalam KUH Perdata buku Il. Di dalam buku Il KUH Perdata
perikatan hukum ini tidak ada satu pun pasal yang menguraikan pengertian

yang sebenarnya dari perikatan itu.

Namun definisi perikatan hukum dapat kita jumpai dari pendapat
para ahli hukum. Beberapa definisi perikatan dari para ahli: Von Savigny
mengatakan bahwa: “Perikatan hukm adalah hak dari seseorang (kreditur)
terhadap seseorang lain (debitur)”. Sementara Soebekti Mengatakan
bahwa: “Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak
dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu”.®

Perikatan pada umumnya dibagi menjadi 2, yaitu: Perikatan yang
bersumber pada Perjanjian dan Perikatan yang bersumber pada Undang-

Undang. Dalam penulisan ini akan menguraikan perikatan yang bersumber

pada perjanjian dan khususnya mengenai perjanjian utang piutang.

Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan

overeenkomst. Sedangkan dalam bahasa inggris disebut dengan contracts.

8 Komariah, Hukum Perdata Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2013, him. 117.
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Pengertian perjanjian atau kontrak ditur dalam Pasal 1313 KUH
Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.”® Definisi hukum Perjanjian atau kontrak
terdapat dalam Ensiklopedia Indonesia adalah “Rangkaian kaidah-kaidah
hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga
hukum”.*® Di dalam Black’s Law Dictionary,yang diartikan dengan
contract adalah: an agreement between two or more person which creates
an obligation to do or not to do particular thing. Artinya kontrak adalah
suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Kontrak itu menimbulkan
sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara
sebagian.’* Sementara perjanjian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa
dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjaniji

untuk melaksanakan sesuatu hal.*?

Dari berbagai definisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang

tercantum dalam perjanjian, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya subyek hukum
3. Adanya prestasi

4. Adanya kata sepakat

5. Adanya akibat hukum.™

% Salim HS, Perkembangan Hukum Innominaat Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003,

him. 15

19 salim HS, Hukum Konrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
2003, him.4.

1 Op Cit, him. 16

12 R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, him. 1.

3 0p Cit, him. 4.



15

2. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis
dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu
perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan

kesepakatan para pihak).

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan

berikut ini.t*

1. Perjanjian di bawah tangan ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak
dalam perjanjian tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak
ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak
ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut,
berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan. Hal itu
bertujuan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud

adalah tidak berdasar dan tidak dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para
pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya
untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para piak. Akan tetapi,
kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi
perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian.
Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus

membuktikan penyangkalannya.

% 1bid, him. 33.



16

3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta
notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu
adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini
merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang

bersangkutan maupun pihak ketiga.
3. Pengertian Utang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah
uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang
lain.> Dalam islam utang piutang dikenal dengan istilah Al-Qardh. Secara
etimologis, kata Al-Qardh berarti Al-Qazh’u yang bermakna potongan.®
Utang dikatakan sebagai Al-Qardh disebabkan kreditur (orang yang
berpiutang) seperti telah memotong harta dari harta miliknya untuk

diutangkannya kepada debitur (orang yang berpiutang).*’

Ditinjau dari aspek terminologis, ada beberapa pendapat tentang
definisi Al-Qardh. Menurut Imam Hanafi, Al-Qardh adalah pemberian
harta kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus
mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu
mengembalikan harta yang sama sepertinya.'® Sementara itu, Imam Maliki

menyatakan bahwa Al-Qardh merupakan pinjaman atas benda yang

> KBBI Daring, Utang, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/indek/.php, (Diakses tanggal 9 Juni 2014).

16 Kamaluddin A. Marzuki, Figih Sunnah, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1998, him. 129.
7 Agus Rijal, Utan Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan
dalam Syariat Islam, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, him. 36.

18 1bid.


http://bahasa.kemendiknas.go.id/kbbi/indek/.php

17

bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan bukan
merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti

bentuk yang dipinjamkan.*®

Sedangkan menurut Imam Hambali, Al-Qardh adalah perpindahan
harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.?
Adapun pengertian Al-Qardh menurut Imam Syafi’l adalah pinjaman yang
berarti baik yang bersumberkan kepada Al-Qur’an bahwa barang siapa
yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah

SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.**
4. Pengertian dan Syarat Perjanjian Utang Piutang

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam
meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang Huum

Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang
tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang
belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam
keadaan yang sama pula.”22

Sementara itu syarat sahnya kontrak atau perjanjian terdapat
dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa terdapat
empat syarat sahnya perjanjian. Dimana diatur dalam pasal 1320 KUH

Perdata, yaitu: 1) adanya kesepakatan kedua belah pihak; 2) kecakapan

9 M. Muslichuddin, Sistem Perbankan Dalam Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, him. 8.

20 1hid.
2 1bid.

%2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 2008, him. 451.
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melakukan perbuatan hukum; 3) adanya objek; dan 4) adanya causa yang

halal.®

Dari empat syarat sahnya perjanjian diatas tersebut, dua syarat
pertama merupakan syarat subyektif, karena mengenai orang atau subyek
yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi
maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara dua terakhir merupakan
syarat oyektif, karena mengenai obyek yang akan diperjanjikan. Dan
apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dikatakan

batal demi hukum.
B. Kajian Umum tentang Hukum Jaminan di Indonesia
1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu
zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-
cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan
jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan,
dikenal juga agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal angka 23
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah:?*

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank
dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip Syariah.”

% salim HS, Loc Cit,hIm. 23,
** Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2004, him.21
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Sedangkan istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan
zakerjeidesstelling atau security of law. Dalam Seminar Badan Pembinaan
Hukum Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan Lainnya, yang
diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli
1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik
jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum
jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukn pengertian hukum jaminan.
Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari
penggolongan jaminan.? Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan

bahwa hukum jaminan adalah:

“Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian
fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya
sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan
dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga
jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan
adanya lembaga kredit dengan jumlah besar dengan jangka waktu
yang lama dan bungan yang relative rendah.”

Sebenarnya, apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen
Sofwan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan
penyusunan peraturan perudang-undangan yang mengatur tentang jaminan
pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan. J. Satrio
mengartikan hukum jaminan adalah “ Peraturan hukum yang mengatur

jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur”.?®

% bid, hlm. 5
% H. Salim HS, Op. Cit, HIm. 6
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Menurut Salim, bahwa hukum jaminan adalah:?’

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur
hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam
kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan

fasilitas kredit.”

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dalam

hukum jaminan adalah:

1. Adanya kaidah hukum

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan
3. Adanya jaminan

4. Adanya fasilitas kredit

Jaminan dalam masyarakat biasanya dihubungkan dengan
pemberian kredit dalam lembaga keuangan baik bank maupun bukan
bank, termasuk lembaga pembiayaan. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1)
Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal
28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian kredit menyatakan bahwa “
Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk

melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Hadisoeprapto
yang mengemukakan bahwa *“ Jaminan kredit ialah segala sesuatu yang

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur

27 |bid.
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akan memenuhi kewajibannya, yang dapat dinilai dengan uang yang

timbul dari suatu perikatan.

Jaminan sendiri lazimnya dikontruksikan sebagai perjanjian
tambahan (accesoir). Sebagai perjanjian accesoir, perjanjian jaminan

memperoleh akibat-akibat hukum antara lain:

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok

2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;

3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal;

4. Jika perjanjian pokok dihapus, maka perjanjian penanggungan ikut

hapus;
5. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam jaminan terkandung

beberapa asas, yaitu:?

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi

kreditor pemegang hak jaminan terhadp para kreditor lainnya;

2. Hak jaminan merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok
yang dijamin dengan jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang
dijamin itu ialah perjanjian utang-piutang antara kreditor dan

debitor;

3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak

jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu

%8 Sutan Remi Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Failiissementsverordening, Pustaka
Grafiti, Jakarta, 2002, him. 281-282
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bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit

oleh pengadilan;

Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya, hak jaminan itu
akan selalu melekat diatas benda tersebut kepada siapapun juga

benda beralih kepemilikannya;

Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh
untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditor
pemegang hak jaminan itu berwenang menjual sendiri, baik
berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan
yang diberikan Undang-undang, benda yang dibebani dengan hak
jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk

melunasi tagihannya kepada debitor;

Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan
berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi
pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas,
yang artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan dikantor
pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Sebelum didaftarkan
hak jaminan itu bukan berlaku bagi pihak ketiga. Asas publisitas
tersebut dikecualikan bagi hak jamin gadai. Hal tersebut dapat

dimengerti Karena alasan-alasan sebagai berikut:

a) Bagi sahnya hak jaminan gadai benda yang dibebani dengan hak
jaminan gadai itu harus diserahkan kepada kreditor pemegang hak

jaminan gadai tersebut, dan hak jaminan gadai menjadi batal
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apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu
terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai

tersebut;

b) Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas

padda benda bergerak;

c) Pasal 1997 ayat (1) KUHPerdata menentukan bahwaa terhadap
benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun tagihan yang
tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang

menguasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian
terhadap berbagai literatur tentang jaminan, maka dikemukakan 5 asas

penting dalam hukum jaminan, sebagaimana dipaparkan berikut ini.?

1. Asas publicitet, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan,

hak fidusia, dan hipotek harus didaftarkan;

2. Asas specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan
hipotek hanya dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang

sudah terdaftar atas nama orang tertentu;

3. Asas tak dapar dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak
dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia,
hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran

sebagian.

» H. Salim HS, Op. Cit, him. 9
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4. Asas inbezittstelling, yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada

penerima gadai;

5. Asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan erupakan satu
kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik
tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang
bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang

lain, berdasarkan hak pakai.
2. Sumber dan Sistem Pengaturan Hukum Jaminan

Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang
digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.*® Ada
juga yang memberi arti sumber hukum adalah tempat hukum ditemukan
at